PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Apriani Yerlin, SE, MM
Jabatan : Plh. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT : BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN
TAHUN 12023
No Sasaran Indikator Target
(1) 2) 3) A
[ |Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi - Persentase Ormas yang terdaftar pada 100%
Kemasyarakatan Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi
Tengah
1. Tersedianya dokumen kegiatan pemberdayaan dan pengawasan - Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan dan | 5 Dokumen
Organisasi Kemasyarakatan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Terlaksananya kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, - Jumlah kebijakan di Bidang Pendaftaran] 1 Dokumen
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas

dan Ormas Asing di Dacrah.

- Meningkatnya Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan - Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan] 60 orang
kebijakan di Bidang Pendafiaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, kebijakan di Bidang Pendafiaran Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Ormas Asing di Dacrah Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan

Ormas Asing di Daerah.

- Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendafiaran Ormas, - Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di 60 org
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Dacrah

- Tersedianya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pclaporan | - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi 4 laporan
di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi
Asing di Daerah Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan

Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Provinsi
II |Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan - Persentase Masyarakat yang memahami aspek- 100%
Ekonomi, Sosial dan Budaya aspek Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya
2. Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan - Jumlah Dokumen Pembinaan dan 5 Dokumen
Ekonomi, Sosial dan Budaya Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya

- Meningkatnys Jumlah orang yang mengiknti Pelaksanaan - Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan] 60 orang
kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayva dan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Daerah. Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan Di Daerah.

- Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, - Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dij 60 orang
Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan
Kepercayaan Di Daerah. Narkotika,  Fasifitasi Kerukunan  Umat

Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di
Daerah.
- Tersedianya Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | - Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi] 4 laporan

di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial. Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah.

dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan Di Daerah.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN

1 Program

ANGGARAN

Pemberdayaan  dan

Organisasi Kemasyarakatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Pengawasan  Rp. 3.740.024.750

Rp. 3.740.024.750

KETERANGAN
APBD




II Program

Sub. Kegiatan Penyusunan Bahan
Perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Dacrah.

Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di
Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdavaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdavaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah.

Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaaa Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas.
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Dacrah Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Provinsi

Pembinaan dan  Pengembangan

Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sesial dan Budaya

Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di
Daerah.

Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di
Daerah.

Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di

TOTAL ANGGARAN

KEPALA BADANYKESATUAN BANGSA

DAN POLIYIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Rp.

Rp

Rp

Rp.

3.450.000.000

. 109.798.450

. 64.979.600

115.246.700

Rp. 266.624.700 APBD

Rp.

Rp

266.624.706

. 96.586.150

Rp. 69.562.775

Rp

. 100.475.775

Rp. 4.006.649.450
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